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REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk penerapan sistem akuntansi dan pelaporan

keuangan pemerintah pusat sesuai Standar Akuntansi

Pemerintah Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah, diperlukan kebijakan

akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan

Makanan guna menyusun dan menyajikan Laporan

Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

b. bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan belum

memiliki ketentuan mengenai kebijakan akuntansi di

lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

tentang Kebijakan Akuntasi di Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden
Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 11);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011
Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntasi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 899);
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7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
Tahun 2013 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);

8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1714);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat

dan Makanan;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TENTANG KEBIJAKAN AKUNTASI DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah

2. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
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(1)

pelaksanaan  anggaran  berdasarkan  basis yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah.

Kebijkan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/barang yang wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan dengan entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut
ketentuan  peraturan = perundang-undangan = wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) berupa laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan
Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan
Keuangan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Kebijjakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan melingkupi semua Entitas Akuntansi
di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang
menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



2017, No.823

(2) Entitas Akuntansi sebagaimana tersebut dalam ayat (1)
termasuk instansi lain yang menerima dana alokasi dari

anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 3
Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrual dan

Kebijakan Akuntansi pemerintah pusat.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat

dan Makanan bertujuan untuk:

a. memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan
Entitas Pelaporan pada Badan Pengawas Obat dan
Makanan dalam menyusun Laporan Keuangan; dan

b. memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan
Entitas Pelaporan pada Badan Pengawas Obat dan
Makanan yang mempunyai transaksi spesifik yang

belum/tidak diatur dalam SAP.

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan

Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Kebijakan Akuntansi tentang Kebijakan Umum
Akuntansi Keuangan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;

b. Kebijakan Akuntansi tentang Kebijakan Pelaporan
Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan ini;

c. Kebijakan Akuntansi tentang Kebijakan Akuntansi Kas
dan Setara Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IIl yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan ini;

d. Kebijakan Akuntansi tentang Kebijakan Akuntansi

Piutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang



